BUPATL BENGEULU UTARA
PROVINS! BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 1 TAMHUN 223
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN FANGAN BERKELANJUTAN

Menimbang ‘a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa lahan pertanian pangen merupakan suatu hagisn
penting vang dipergunakan untuk mewujudkan ketshanan
pangan gerta peninglkatan perekonomian Daerah schingga
dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat;

bahwa lahan pertanian pangan di Daerah semakin
berlnurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian
menjadi non pertanian, schingga dikhawatirkan Pemerintah
Daerah  kesuliten dalam mengupayakan terwujudnya
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Dasrah
dalam rengks mendukung kebutuhan pangan nagional;
bahwa unruk memberikan arahan, landasan, dan kepastian
hukum kepada semua plhak yang  terlibat  dalam
perimdungan lahan pertanian, make diperiukan pengaturan
tentang  perlindungan  lahan pertanian  pangan
berkelanjutan:

bahwa berdasarken pertimbangsn sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu menetapkan
Peraturan Deerah tentang Perlindungan bahan Pertanian
Fangan Berkelanjutan;

Pasal 1% ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-tndang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 {Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), UndangUndang Darurat
Nomar 5 Tahun 1956 (Lembarun Negara Tahun 19568 Nomor
o6}, dan Undeng-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
|Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan Sebagai
Undang-undang (Lembaren Negara Tehun 1959 Nemor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1831);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 190 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Maosiior 2034,
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatsan
Ruung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubsh dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 ‘Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lemboran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nemor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009  tentang
Perlindungan  Lahan  Pertanien  Pangan  Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor
149, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesis
Nomor S06%) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 lentang Penctapan Peraturan
Pemerintah  Penggunti Undang-Undang Nomor 2 Tahum
2022 ientang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 MNomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republil Indonesia Nomor BR56);

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tenlang
Pembentukan Peraturan Perundang-undanpan [Lembaran
Wegara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 83)
stbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2¥22 tentany Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negars
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2012 tentang Penpadaan
Tansh bagi Pembungunan untuk Kepentingan Urnumn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20172 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor
S280);

Undang Undeng Nomor 18 Tahun 2012 tenlang Pangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan lLembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 53640);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 lenlang
Pernerintahan  Deersh  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tuhun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5587 schagaitmana telah
diubah terakhir dengun Undang-Undanpg Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peratursn Pemerintah Pengganti
LUindeng-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentung Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomar
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio Nomor
BESO);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tcntang
Rencana Tata Ruang Wilayah Naosional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Toambohan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4833)
sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
MNomor 13 Tahun 2017 wentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayvah Nasional [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penelapan dan Alth Fungsl Lahsan  Pertaman Pangen
Berkelanjutan (Lembaran Negara Hepublik Indomesia Tahun
2011 Nomor 2, Tambehan Lembaran MNegara Bepublik
Indomesia Nomor S185);

Peranturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 lenlang
Insentit Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan {(Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomer 19, Tambahan Loembaran Negara Ropublik
Indoncsia Nomor 5279);

Peraluran Pemenintsh Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Sislem Inlormasi Lehan Perlamian Pangan Berkelanjulan
[Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor

46, Tumbuhan Lembaren Negara Hepublik Indonesia Nomor
D283);

Peraturan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan DPertanian Pangan
Herkelanjutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5%, Tambahan Lombaran Negara Republik
[ndonceia Momor 3258);

Peraluran Pemenintsh Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Penpawasan Penyelengoarasn Pemerintah
Daerah {(Lembaran Negaran Republik Indonesio Tahun 2017
Momor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor H041);

Peraturan Pemerintsh Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Pungsi Lahan Sawah (Lemmburan Negara
Republik Indoncsia Tahan 2019 Nomor 163);
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Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukoan Produk Hulkum Dacsrah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
schagaimana tclah diubah dengan Poraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulum Daerah  (Berita
MNepara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan MDacrah Kabupaten Bengkuha Utara Nomor 11
Tahun 2013 tcntang Roncana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Benglkula Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran
Deerah Kobupaten Benglkolu Ulara Tehun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengloalu Utars
Tahun 2016 Nomaor 1);

Dengan Persetujuan Dersama

DEWAN FERWAEKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan
BUPATI BEMGKLILLT TITARA

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : FERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
FPERTANIAN PANGAN BEREELANJUTAN.

BADR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini, vang dimaksud dengan

1.
2.

a.
4

o

Daerah adalah Kabupaten Benglouha Utara.

Pemeriniati  Deerah  adalsh  Pemerinish Kabupaten
Bengkoala Utara,

Bupati adalah Bupat Benglkula Utara.,

Dewan Perwakilan  Raekyat Dacrah vang  sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakval Daersh
Kabupaten Benglkuhs Urara,

Peranglal Dueersh adalsh unsur pembantu Bupati dalam
ponyoclenggaraan  urusan  pemerinlahan yang  menjadi
kcwenangan Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupalen yang selanjulnyea
disinpkal BRTHWEK adalah roncana tata ruang vang bersifat
wmum  dari wilayah Kabupaten, yang berupa rencana
operasional pembangunan wilayah Kabupaten Bengkulu
Uters sesual denpan peran dan fungsi wilayvah vang telah
ditctapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkulu
Ultare.
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Fencana Deril Tata Ruang vang sclanjutnya disingkat ROTR
mempakan penjabaran dari RTRWE pada suatu kawasan
terbatas, kedaloun rencana pengabiaran pemaniaatan yang
mecmiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat opecrasional.
Lahan adalah bagian daratan dari pcrmukaan bumi schagai
suani lingkungan fisik yang mcliputi tanah bescrta scgenap
faktor vang mempengarahi pengeunaannya seperti iklim,
relie], aspek geologl, don hudeolos: vang terbeniuk secora
alami maupun akibat pengaruh manusia.

Lahan DPertanian adalah bidang lahan vang digunakan
untuk usaha pertanian,

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjuinys
dismnghat LP2H  adalah  bidang lahan pertanian yvang
ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan accara
konsislen  guna  menghasilkan  pangan  pokok  bag
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan vang
selamuinya disingkat LCP2E adalah lahan potonsial vang
dilind ungn pemanfaatannya AFAT kesesiaian dan
kelersedinannys  lelap  lerkendalh untuk dimanfaatkan
sebapal Lahan Pertanian Pangan Berkclanjutan pada masa
vang akan datang.

Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkeclanjutan
adalah  sistcm dan proscs dalam mercncanakan dan
menelapkan, mengembanglkan, memanfaatkan dan
membing, menpendabikoan, dan menpgawes lshan perlanEn
pangan dan kawasannya secara barkelanjutan.

kawasan DPcrdesaan adalah wilayvah vang mempunyai
kegintan utome pertanian lermasuk pengelolssn somber
daya alam dengan susunan funpgsi kawassan sebagai tempat
permukimean  perdesaan, pelayvansn jass pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Eawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sclanjutnya
disingleat KP2E adalah wilayah budi deya  pertanian
terutama pada wilayah perdesasn yvang memiliki hamparan
lLahan Pertanian Poangan  Berkelanjulan  dan/aiao
hamparan Lahan Cadanpgan Pertanian Panpan
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan  fungsi
utama untuk mendulkung kemandirian, kelshoanan, dan
kcdaulatan pangan nasional.

Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelols
lahan den sgroelkosistem dengan bantman telonologi, modal,
lenags kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan
dan ketahanan pangan acrta Kesejahterann rakyal.
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Kemandinian Panpan adalah kemasmpuan produksi pangan
dalarm  negenn yung  didukung  kelembagasn ketshanan
PANEET yENE MAmMpU menjamin pemenuban  kebutuhan
panpgan vang cukup ditingkal rumah tanpgas, baik dalam
jurmnlah, mulu, keamansan, maupun hargs yvang terjangkau,
yvang didukung oleh sumber-sumber panpgan yang beragam
sesual denpan keragamean lokal.

Kelabhanan Panpan adelsh hondisi erpenuhinya pangan
bagi mamah tangga vang tercermin dari tersedianyva pangan
vang cikup, baik jumlab meupun muolunyya, saman, merdls,
dan terjangkan.

Kedaulatan Pangan adalah hak ncgara dan bangsa yvang
sccara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya,
yvang mcnjamin hak atas pangan bagl rakyvatnyva, seria
memberikan hak bagi mesyvarakotnye untuk menentuloan
gistem pertanian pangan vang sesual dengan  polensi
sumber dava loloal,

Pangan Polkok adalah scgala scsuatu yang berasal dard
sumber hayati, balk nabati maupun hcwani, vang
diperuntukkan sebagai makanan utama bagl konsumsi
TNETILSIE.

Intensifikasi lahan pertanian yang  selanjutnya  disebut
dengan mienmsmhkas adalah suatu usaha vang dilaksanakan
dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi dengan
memeaksimalkan produkihlas den semua [mklor prodoks
vang dimiliki.

Ekstcnsifikasi lahan pertanian yvatnp selatnjuinya disebul
ckstensifikasi  adalah  peningkatan  produksi  dengan
perlnasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan
vang beluwn dinsahadern.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulun yang
sclanjutnya discbut dengan alih fungsi adalah perubahan
[ungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi
bukan Lehan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara
tetap maupun sementara.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
Menunjang pertanian.

Lahan Pengganli adalsh lahan wyang herasal dari Lahan
Cadengan Pertmmian Pangan Herkelanjutan, tanah tclantar,
tanah bckas kawasan hutan, danfatsu lshan pertanian
vang disediakan untak mengzanli Lahan Perlanian Pangan
Bcrkelanjutan vang dialihfunpgsikan.
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25. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak
ileh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak suna
banpunan, hak paksi, hak pengelolaan atau  daser
pengusasEaan  atas tanah yang tidak diusehsakan, tidak
diperpunakan atau Gdak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atao
dasar pengguneannys atau dasar penpguassannya.

26, Ganti Rugi adalah penggantian lerhadap kerusian baik
bersifat fisik denj/awu nonfisik sebapai akibat pengadaan
tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,
dan/atan benda-benda lain vang berkaitan dengan tanah
yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih
baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi  sebehun
lerkena pengadaan tanah,

27. Gistemn informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
yang sclanjutnya disebut Sistem Informasi LP2E adalah
kesatuan  komponen yang tordiri atas  kepistan  vang
melipuli penyediaan dats, penyeragaman, penyimpanan
dan pengamanan, pengolshan, pembuatan  produk
informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunasn
Informasi  yang  terkait  satu  smma lain,  sera
penyelenggaraan mekamismenya pada Perlindungan Lahan
Pertaman Pangan Berkelanjutan;

28. Kantor Pertanebwn adalah instansi vertikal Kementerian
Aprana dan Tata Ruang! Badon Perlanshan Nasional di
Kabupaten Benglulu Utera vang berada di bawah dan
berlanggung  jawab kepadas Menteri Agruria dan  Tata
Fuang/ Badan Pertanohan Masional melalui Kepala Kantor
Wilayah Buadan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu,

23, Setiap Orang adalah orang perscorangan, kelompok orang,
atel korporssi, baik vang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANCG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnys Peraturan Daerah ini adalah  sebagsi
arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada scmua pihalk
vang terlibat delam perlindungan lahan pertanian dalam ranpks
menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian,
dalam upayas mendukung Femerintah  Daerah  dalamn
mengupayakan  torejudnya kemandiian, ketshanan, dan
kedaulatan pangan di Duersh dalam  rangka mendulong
kebutuliun pangan nasional.



BUPATI BENGKULU UTARA
FPROVINE] BENGEULLT

- E -
Pasal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk

a. meclindunm KP28B dan LP2B;

b,  menjamin tersedianya LI2B;

¢ menpgendalikan alih fungsi LP2E;

d. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan  kedaulatan
panpan nasional;

e, memngkatkan pembetdayasn, pendapsatan dan
kesejahteraan bag petani;

f. memberibun kepastian usaha bagi pelako ussha tani:

g memberikan kessimbangan ekologis; dan

h.  mencegah pemubesiran investasi infrastrukiur pertanian,

asal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi -
perenocanann dan penelapan;
pengembangan;

penelitian;

pemanfaatan;

pengendalian;

alih fungsi;

sistem informasi;
pembiayvaan;

partisipasi masyarakat; dan
pembinasn dan pengawasar;

SRR MG o0 o

BAE III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bapian Kesatn
Umnium

Pasal 5

Perhndungan Lahan Perlanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
lerhudap LPZB dan LCP2ZB vang berada di delsm atau di lnar
KP2B.

Pasal &

(1) LI'ZB pada KP2B atau di luar KP2B berada pada kawasan
perdesaan dan fatan pada kawasan perkotaan di Daerah.

(2] Wilavah kegiatan sclain  keginlun  Pertanian  Pangan
berkelanjulsn  di  dalam Kawasan Pertonion F'Hngﬂn
ditetapkan dengan memperhitungkan haas kawasan dan
Jumlah pendudule.
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Pasal 7

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapar LP2ZB, lahan tersebut
dapat ditetapkan rebagai LP2B untuk dilinduangi.

(1]
()

(3)

(4]

(=)

(1)

(2]

Bagian Kedua
Perocncanasn

Pasal

Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dilakuksan berdasarkan perencanaan LP2E,

Perencanaan LPZB schagaimana dimealsud peda ayat (1)
dilakulkan pada ;

a. KP2ZB;
b, LP2B,; dan
¢, LCP2B.

Perencanaan  sebagaimana  dimaksud pade aval  (2)

didazsarkan pada :

4. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi
pangan penduduks;

b perlumbuhan produktiviias;

. kebutuhan pangan Dacrah;

d, kebutuhan dan ketersedinan Lahan Pertanian Panpgan:

o, pongembangan ilmu pengetahuan dan teloholosi; dan

rmusyawarah petani.

Poeronocansan kcbutuhan dan ketersediaan Lahiat

sebagmimana dimaksud pada avat (3) humaf d, dilaloakan

lerhadap Labhan Pertanian Pangan vang sudah ada dan

Lahan Cadangan.

lLahan Pcrtanian Pangan vang sudah ada dan Lahan

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {41) didasarkan

pada kriteria ;

a. |ketersediaan lahan;

b.  kelersedisan infrastruktur;

c. pengrunaan Lahan;

d

&

el

potensi teknis Lahan; danfatau
laasan kesatuan hamparan Lahan,

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalkun Pasal 38
dyjadikan desasr untuk menyusun prediksi jumlah produlkesi,
luas baku lahan, den sebaran lokasi LP2B scrta kegiatan
VOULE MenllnjEang.

Penyusunan predikst jumlah  produksi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besartiya
produlkisi berbagal jenis Pangan Pokok pada periode waktu
tertentu i Daerah.
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Perencanasn luas dan scharan lokasi LPP2B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memapakan porencanann mengenod
luas lahan cadangan pertanian, loas lahan vang ada, dan
iniensilas perianaman pertanian pangan di Dacrah.

Pasal 10

Perencanaan LP2B terdin atas ;

B, pETENCHNAAN jEngks panjang;

b. perencanaan jangks menengah; dan

<o perencanaan lahunan.

Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah
memuat analisis dan prediksi, sassran, scria ponylapan
luas lahan cadanpgan dan luas lahan baku,

Perencannan LP2E ishunan schagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul ¢ memuat sasaran produksi, haas tanam dan
seharan, serta kebijakan den pembiayaan,

Pasal 11

Perencanaan  LP2HE diawali dengan penyusunan usulan
perencanaan  oleh Perangkat Daerah yang membidang
urusan pertanian berdasarkan

4. lnvcntarizsasi;

b, identifikasi; dan

. penclitian,

Usulan perencanaan sebagaimana dirneksud pada ayat (1)
diseburkan  kepada masvarakat unmk  mendapatkan
tangpapan dan saran perbaikan,

Tangpupan  dan  saran  perbaikan dari  masyarakat
sebapaimana dimalesud pada ayat (2) menjadi pertimbangan
perencanaan LPZ2HE.

Usulan perencansan sebagaimana dimaksud pada ayad (1)
dapat digukan oleh masvarakat untuk dimusvawarahkan
dan dipertimbangkan ersamea Pemeriniah
Dresa/Kelurahan, Pemmenntah Kecamatan, dan Pemerintah
Daerah.

Pasal 12

Inventarisasi sebapaimana dimaksud dalam Pasal 11 avel
(1) huruf a mempakon pendotasn penguasaan, pemilikan,
penggunaan pemanfaatan, atau pengelolsan hak atas tanah
pertanian pangain.

Inventansasi  schagaimana dimaksud  pada  ayat (1)
dilskukan  dengan mengedepankan  prinsip  partisipatif
untuk mcningkatlkan kesejahlersan masyvarakar.
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Bagian Kctiga
Penctapan

Paragraf 1
Urnum

Pasal 13

Penetapan rencana  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan diintegrasikan dalam :

AL
|53
C.

H.

k.

Rencana Pembanpunan Jdangka Panjang Dacrah;
Eencana Pembanpgunan Jangka Menengah Dacrah; dan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah.

Pasal 14
Penetapan LP2E dilakukan dengan menetapkan:
KP2H;
LP28; dan
LCP2B.

C.

(1)
(2)

(2)

()

(=)

Pasal 15

Penetapan KP2R sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14
hurul 4 merupakan bagian dar penctapan RTRWE.,
Penelspan KP2H sehagaimana dimaksud pada awvat (1)
menjadi dasar Peraluran Zonasi.

Penctapan LP2E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
bumat 1 mermpakon bogien den BDTR sesusi dengan
kctentuan Poraturan Perundang-Undanpan.

Penetapan LP2B sebogaimuans dimaksud pada ayat (3)
menjadi dasar bapi penyusunan peraturan sonas.
Penetapan LCPZE sebappimens dimaksud dalam Pasal 14
huraf ¢ merupskan bagian dan penetapan dalam bentulk
rencana  RDTE sesuen  denpan kelentusn Peraturan

Perundang-Undangan,

Paragrat 2
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuian

Pasal 16

KP2B schagaimana dimaksud dedam Pasal 14 horol &, berads
pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kewssan
Perdesaan.

Prevsed 17

Eawesan yang dapat ditctapkan menjadi KP2B sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 harus memenubi krileris -
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merniliki hamparan Lahan dengan Juassn terlenty sehagai
LPZD dan/alau LCP2B; dan

menghagilkan Pangan Pokok dengan lUngkat produksi Yang
dapal mememuhi  kcbutuhan pangan  sebagian  hesar
masyarakal sctempat, Daerah, Provinsi, dan /atau
Mousional.

Pasal L8

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan ;

.

h.

(1}

(2}

(3

(L}

(2]

(3)

berada di dalam dan/atau di luar kawasan perantukan
pertanian; dan

lermuat  dalam  refncana Perlindungan Lahan Pertanian
Patigan Berkelanjutan.

Passl 19

Kawasan yang beruda dalam Dacrah vang lelah sesuai
denpan lkriteria dan persyaratan sebagaimans dimealsud
dalern Pasal 17 dan Paszal 18 disusun dalam Lentuk usulan
ponetapan KP2B.

Usulan penctapan KP2B schagaimanys dimalosd pada ayal
(I} memuat duis dan informas tekstual, numerik, dan
spasial mengenai indikasi luas haky Lingkat Dacrah untuk
mewujudkan  kemandirian, ketshanan, dan  kodaulatan
pangan,

Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimadesyd pada avart
(2) disusun dengan mengacy pads penelspan KP2E Provinsi
dan memperhatikan saran dan Lunggapan dari masyarakat,

Paszal 20

Usulan penetapan KP2R sebagaimana dinsksud dalam
FPasal 19 disampaikun oleh Perangkat Dacrah yang
membidengi urusan pertanian kepads Peranglat Dacrah
yang membidang umisen pekerjaan umum dan penataan
ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Usulun  penctapan  KPIB vang lelah  dikoordinasikan
schagaimana dimaksud pada ayat | 1] disampaikan kembali
oleh Perangkat Daerah yang membidang urusan pekerjaan
UL dan penataan ruang kepada Perangkal Daecrah yang
mermbidangl urusan pertanian.

Usulun penetspan KP2H sebagaimany dimaksid poda avat
(2) diusulkan olch Perangksl Daersh yang membidangi
Wrisan pertanian kepada Bupati unluk ditetapkan menjacl
KEP2E Daerah dalam RTRWE.
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(4] HKetentuan mengenal penctapan KP2E  dalam RTRWE
sebagaiman:g dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuad
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjulan

Pasal 21

LP2BE di dalam dan di lnar KP2B sebugaimana dimaksud dalam
Fazal 14 huruf b, berada pada Kawasan Perdesaan dan/atan
pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 22

(1) Lohan yung dapat ditctapkan menjadi LP2B sebapaimans
dimaksud dalam Pazal 21 harms memernuahi keiteria

a.  Dberads  pada  kesatuan hamparan  Lahan  vang
mendukung produktivitas dan efisicnsi produksi;

. memililn polensi teknis dan kescsuaian Lahan vang
gangal  sesusi, Acsual, atau agak  sesuad  untul
petunluksan Perlanian Pangan;

¢, didukung infrastrukour dasar; danfatau

d.  telah dimanfaatkan sebagad Lohon Perlunian Panpgen.

(2] Eriteria Lahan yang berada pada kesamian hamperan
Lahan sebagaimens dimeksud pada ayat (1] huraf a
ditcntukan dengan mempertimbangkan aspek ckonomi dan
angial budava masyarakel.

(3] EKrteria Lahan yang memiliki polensi teknis dan kescsuaian
Lahan schbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurmf b
ditentukan dengan memperlimbangkan :

a. kelercngan;

b,  iklim; dan

v.  =fat fsik, kmia, dan biclogi tanah yang cocok untuk
dikembangkan menjadi Lohan  Pertenian  Pangsn
dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

[4) Erileria Lahsn yang tclah dimanfaatkan sebapsi Lahan
Pertanian Pangan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul d ditentulean dengan pertimbenpuan:

produklviles;

intenzitas peritanaman;

kctersedian air;

konscrvasi;

berwawasan lingkunguan; dan

berkelanjutan.

N
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Pasal 23

Lahan yang dapat dileispkan menjadi LP2B  sebagaimana
dimaksud daleun Pusal 21 harus memenuhi persyaratan |

H.

b,

(1)

(2]

(&)

(1)

(2]

(3)

(<)

(5}

berada di dalam atau di luar KP2E; dan
termual dalam  rencana Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan,

Pasal 24

Lahan yang berada dalam Daersh yang telah sesuai dengun
kriterin den persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dan Pasal 23 disusun dalam bentuk usulan
penelapan LP2B.

Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada avar
(1) mecmuat data dan informasi tekstual, numerik, dan
spasial mengenal indikesi luas baku tingkat Daersh untuk
mewujudkan  kemandirian, ketahanan, don kedwolstan
EHUTEETL

Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimalksud pada ayul
[2}) disusun dengan memperhuatiban saran dan tanpggspan
dari masyarakat.

Pasal 25

Usulan penelapan LP2B sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 disampaikan oleh Peranglul Dacrah  vang
membidangi urusan pertanian kepada Perangkat Daerah
yang mcembidangi urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang untuk dikoordinasikan dengan  Kepala Kantor
Pertanahan dan instansi terkail luinnya.

Usulan penetspan  LP2E  yang 1elah dikoordinasikan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dissmpaikan kembali
oleh Perangkal Duerah yang membidangl urusan pekerjann
umum dan penataan ruang kepada Perangkal Daerah vang
membidang] urisan pertanian,

Usulan penctapan LP2B sehagaimana dimaksud pada ayat
(2] diusulkan oleh Perangkat Daerah vang membidangi
urusan pertanian kepada Bupati untuk diletapkan menjadi
LP2B dalam RDTR.

Dalam hal RDTR scbagaimana dimaksud pada avat (3)
belum ada, LP2E ditetapkan dalam RTRWE.

Penelapan LPZBE dalam RDTR dan RTRWE sebapgaimana
dirnaksud pada avat (3} dan avat (4) dilakseanaksn scsuai
dengan ketentuan Peraluran Perundang-Undangan.
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FPasal 26

LPZE di Dacrah ditetapkan seluas 3.463,96 Ha (tiga ribu
cmpat ramas enam puluh tiga koma sembilan puluh enwm
helstar) dengan rincian sebagaimana tercantum Lampiran |
vang merupakan bagian tidak terpisahikan dari Peraluran
Daeral ini.

Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjulan
terfuerg  dualam  peta schagaimana  tercantum  dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perataran Daerah .

Purwgrafl 4
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

LEP2E di dalam dan di luar KP2B sebapmimana dimaksud
didam Pasal 14 hurut © ditctapkan seluas 1.017,17 Ha
{seribu tujuh belas koma fujuh belas hektar) berada dalem ;
a. Kecamatan Arma Jaya seluas 204 85 Ha (dua ratus
ermpal koma delapan puluh lima heklan):

b.  Kecamatan Hulu Palik seluas 751,69 Ha (tujuh ratus
lima puluh zatu koma enam puluh sembilan helctar):
dan

Kecamatan Kerkap selaas 60,63 IHa [enam pulub koma
enam puluh tiga heldar),

LCPZEB di dalam dan di luar KP2B sebagaimana dimeksud

dalaen Pasal {1} adalah :

a. berasal dan tanah terlantar dan/atau taneh bekas
koweasun hulan vang telah dilepas sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

b. berada pada Kawasan Perdessan  dan/atan  pada
kawasan perkotaan di Daerah.

&

Pasal 28

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang

telah  dilepas  scsual  denpan ketentuan  Perataran

Perundang-Undangan sebapaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (2] huruf a, vang dapal ditetupkan menjadi LOP2B

harus memenouhi krteria ;

a. berada pada kesatuan bhamparan  Lahan yang
mendukung produktivitas dan efisiensi produlsi;

b.  memiliki potensi teknis dan kesesuwmian Lahan yang

sanpal  sesual, scsuai, atau agak  sesual untuk

peruntulan Pertanian Pangan; dun/uluu

didukung infrastruktur dasar.,

o
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Kriteria tanah terlanlar dan/atau tanah bekas kawasan
hutan  vang telah dilepas scsuai dengan  ketentuan
Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berada  pada
kesatuan hamparan Lahan vang mendukung produktivitas
dan efisiensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
hural o ditentukan  dengan  memperbimbangkan  aspek
clonomi dan sosial budaya masyvarakat.
Eriteria tansh terlantar doanfaleu tensh bekas kawasan
hutan wvang 1lelah dilcpas sesuai  denpan - ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki potensi
tebnis dan kesesuwisn Lahan vang sangal sesuai, scsuad,
alsu agak sesual untuk peruntukan Pertanian Pangan
schagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b ditentulkan
dengan memperlimbangkan ;
A. kelerengoo:
b, iklim; dan
c.  wifat figik, kitnie, dan biclogi tanah, vanp cocok untuk
dikembangkan menjadi  Lahan Pertanian Pangan
dengan memperhatikan daya dukung lingkungan,

Pasal 29

Tanah terlantar dan/atau lanah bckas kawasan hutan yang
telah dilepas sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 27 avat (2] hurof
A wyang dapal ditetapkan menjadi LCP2B harms memenuhi

persyaratan
a.  tidak dalam senpkets;
b.  status kepemilikan vang sah; dan

[

(1)

(2)

termuat  daelam rencana Perlindungan  Lahan Pertanian
Panpan DBerkelanjutan.

Pasal 340

Tanah terlantar dan/atau lunah bekas kawasan hutan yang
teluhi  dilepas  scsual  dengan ketentuan  Peraturan
Perundang-Undangan veng berada dalam Daerah dan telah
sesudl  dengan  krileria dan persyoralan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disusun dalam
bentuk usulan penetapan LCP2B.

Usulun penctapan LOCP2DB sebagaimana dimaksud pada Hyat
(1] memuatl data dan informasi lekstual, numerik, dan
spasial mengenai indikasi uas baku tingkat Daerah untuk
mevijudlan  kemandirian, ketahanan, dan  kedaulatan

pANEA,
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Pasal 31

Usulan penetapan LCP2B sebagoimana dimaksod dalam
Pasal M} avat (2} dissunpaikan oleh Perangkat Daerah vang
membidangt urusan pertanian kepada Perangkat Dacrah
vang membidangl wuasan pekerjusan umum dan  penataan
ruang untuk dikoordinasikan denpgan  Kepala Kantor
Pertanahan dan instansi terkail lainnya.

Usulan penctapan LCP2B  yvang  elah  dikoordinasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dissunpaiken kembali
vleh Perangkat Dacrah vang membidangi urusan pekerjaan
umum dan penataan riang kepada Peranghat Dacrah yang
membidang urusan pertanian.

Usulan penetapan LCP2B sebapguimanas dimaksud pada ayat
[2) diusulkan olch Perangkat Daersh yanp membidangi
urusan pertanian kepada Bupati uniuk dilelapkan menjadi
LF2E Dacrah dalam RDTER.

Dalarm hal EDTRE schagaimana dimaksud pade ayal [3)
belum ada, LCP2B ditctapkan dalasm RTRWEL

Penetapan LCPIR dalam RDTR dan RTRWK sebapaimans
dimaksud pada ayat [3) dan avat (4) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Pasal 32

Penpembangsan KP2ZR dan LPZEB dilaksanaken melalu
mienwhlkam dan ckstonsifikasi Lahat,

Pengembangan  sebagaimana  dimaksud pada avat (1)
dilekukan oleh Pemerintah Dacrah, orang perseorarngan,
kelompok orang, dan/atau  korporasi  vang  kKeglaton
pokokiya di bidang wgribisnis tanaman pangan,

Korporasi vang dimaksud pada avat (3] dapat berbentuk
koperasi  dan/atan  perusahbean  inti plasma  dengan
mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia,
Dalam  pengembanpgasn KP2HB dan  LPZB  schagaimana
dimaksud pada avat (1) Pemerintah Dacrah melalkukan
inventarisasi dan idenbifikasi.

Pasal 33

Pengembangan KPIZB dan  LP2R melalui  intensifikasi
sebagaimana  dimaksud dolom Pasel 32 avat (1) dilakukan
melalui ;

“.

1.

peninghkatan kesuburan lunah;
prrungkatan kualitas bonih atau bibic;
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pendiversifikasian tanaman pangan;

pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
pengembangan Irigasi;

pemanlaatan teknolog pertanian;

pengembangan inovasi pertanian;

penyuluhan pertanian; dan/atoa

Jarminan skses permodalan,

Pasal 34

Pengembangan KP2B dan LP2E melalun  ekstensifikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan

dengarn :

. pencetakan LP2B;

b,  penctapan labhan pertanian pangan menjadi LP2R;
dan /atan

c.  pengalihan fungsi lahan nenpertanian pangan menjadi
LP2R.

Ekstensifikasi  schagaimana dimaksud pada avat (1)

dilakukan melalni pengembangan  usaha  agribisnis

tanaman pangan.

Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi

LPZEE sebagoimena dimeksod pads avat (1) hurof o

terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah

bekas kawasan hutan vang belwn diberikan hok alas tansh

sedudl dengan ketentuan Peramaran Perundang-Undangat.

Pasal 35

Tanah terlantar dapar dialihfungsikan menjadi LP2B

apabile :

a. tanah tersebul telah diberikan hak atas tanahnya,
tetapi sebagian atan seluruhnys Gdak diusahakan,
tidak dipergunakan, dan udak dimanfaatlcan scsual
dengan sifat dan lujusn pembenan hak; atau

. tanah tersebut selama 3 [tiga) tahun atau lehih tidadc
dimanfeatkan sejak langgal pemberian hak diterbitkan,

Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi

LP2B sebagaimeans dimaksud pada ayat (1) apabila :

a. toanah  tersebul dibenkan  dasar ponguasaan  atas
ranah, tetapi sebapgian atau  selurubnya tidak
dimanfaatkan sesual denpun  i=in/keputusan/surat
dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan
permohonan hak atas taneh; alau

b. tamah tersebut selama 1 (satu] tahun atau lebih tidak
dimanfaatlan  sesusi dengan  izin/keputusan/surat
dan yang berwenang.
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Passl 36

Inventarisasi dan identifikasi sebapaimana dimalksud Pasal
32 ayat (4] merupakan pendataan penguaasaan, permiliksn,
penggunaann, pemanfaatan, atau penpelolasn hak  atas
tanah pertanian pangan;

Pemerintahh  Daersh  melalui Perangkat Daerah  yang
membidangi urusan pertanian melakukon invenlarisgs dan
identifikasi dala duan informasi baik berupa data nonspasial
{data tckstual atau numerik) maupun data spasial/ peta
sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap potens
dan kondisi wilayah peruntukan pertanian pada suatlu
wilavah;

Inventarisasi dan identifikasi schagaimana dimaksud pada
ayat (1} didekuksan dengan mengedepankan prinsip
partisipatif untuk meningkatkan kescjahteraan masvarakat.

BAB WV
FENELITIAN

Pasal 37

Perlindunpan  Laban  Pertanian Pangan  Berkelanjutan
dilakiukun dengan dukungan penelitian.

Penelitian sebapgaimana dimaksud pada avat (1) dilakulkan
oleh Pemerintah Daerah.

Dalam meclaksanakan penelitian, Pemerintah Daerah dapal
mengikutsertakan lembags penelitian dan/atau persuruan
Penelitian LP2E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
scdikit melipati ¢

A,  pengembangan penganckaragaman patgar;

b. identifikasi dan pemetasan kesesuaian Lahan:
pemetaan zonasi LP2E;

INOvasi pertanian;

himgsi agroklimatologi dan hidrolog;

fungsi ekosistem: dan

sosial hudaya duan kearifan lokal.

Pasal 35

|

Penclitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada
maupun terhadap Lahan cadengsn untuk ditctapkan sebagai
LP2B dan LLP2B,

Pasal 34

Hasil penelitian LP2B memipakan informasi publik yvang dapat
diakses oleh Petani dan penppune lainnya melalui Sistem
Informasi LP2B sesusi denpan ketentuan Peraluran Perundang-
Undangan.
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BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 40

Pemanlaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi
Luneah dun air.

Pemerinish Daerah  bertanggang jawab  terhadap
pelaksanaan konscrvasi tanah dan air yang meliputi

a. perlindungan sumber daya lahan dan air;

h.  pelestanan sumber daya lahan dan air:

c.  pengelolaan kualitas lahan dan air; dan

d. pengendalian pencemaran.

Pelaksansaan konservasi tanah dan  air  sebogaimana
dirnulkesud pads ayat (1) dan ayat (2] dilakukan sesusd
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

Setiap orang yang memiliki hak atss tanah yang ditctapkan
schagal LP2B wajib :

a, memanfaatkan tanah sesuai peruniukan; dan

b.  mencegah kerusakan Irigasi

Betiap orang schagaimana dimeksud pada ayat (1) berperan
serta dalam :

a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;

b, mencegah kerusakuen luhan; dan

c. memelihara kelestarian lingkungan.

Setiap orang yveng memiliki hak atas tanah yang ditetapkan
schagai  LP2B  yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulksn
alabat rusalmya lahan pertanian wajib mengembalikan
fungsi lahan sesuai dengan peruntukan seria memperbaiki
kerusakan dan/atan mengganti rupl nilai aset yang
mengalami kerusakan.

Sebap orang vang melanggar kewajiban atsu larangan
sehagaimana dimaksud dalam ayat (L), ayat (2) dan ayal [3)
dikerno sanks admimstratif,

Sanksi admimstratif sebagaimana dimaksud pada ayal {4)
dapal berunpa:

a. peringatan tertulis;

b penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayansn umum;

penutupan lokasi;

pencabulan imn;

pembatalan izin;

pembongkaran bangunan;

G N
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h.  pemuliben fungs lahan;
pencabutan insentf, danfatan
j.  denda administratif,

S

BAaR vl
PEMNCGENDALIAN

Bagian Kesatu
Limuam

Pasal 12

(1] Pemerintal1 Daersh melakssnsksn  pengendsalian LP2B
secara terkoordinasi.

(4] Pengendalinn LPZ2B dilalukan sebapnimens dimaksod pads
avat (1) melalul pemberian:

a. lnsentif:
b. disinsentif;
. mekonisme perianan; den
d. pemyuluhan.
Bagian Keduan
Inszentif
Pasal 43

Insentit sebagaimana dimeksud dalam Pasal 42 ayat (2) hurul a4,
diberikan kepada Petani berupa :

a. pengembangan infrastrakbar pertanian,

.  pembiavaan  penclitian dan  pengembangan  benih  dan
vatrietas unggul;

buntuan pengadasn benih dan varietas unggul;

kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
penyediaan sarana dan prasarana produksi pertatian; dan
penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 44

Pemberian insenlil kepada Petani schagaimana dimaksud dalam
Paszal 43, diberikean dengan mempertimbangloan :
jenis LP2B:;

tingkal kesuburan tanah;

luas tatarm;

Irippsi,

tingkat fragmentasi Lahan;

produktivitas usahia Lan;

lokasi;

lzolelctivitas usaha perlunian; dan fatag
kemampuan keuangan Daerah.

A

ol e A0 o
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Bagian Kctiga
Diginsenrif
Pasal 45
Disinscntif sebagaimana dimalsud dalam Pasal 42 ayat (2) huraf
b, berapa pencabutan insenl dikenukan kepada Petani yang |
a. hdak memenuhi kewajiban perlindungan lahan perianian
pAngan;
b. tidak menaati norma, sltandar, pmosedur, dan  kriteria

pemberian insentif dan/atan
¢, mengalihfungsikan LP21.

Pasal 46

(1) Petari yang dikenakan disinsentif wajih  mendapatkan
pembinaan daol Pemmennlah Daerah.

(2) Pcmbinaan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
puna meningkatkan kinegja dan memben motivasi bag
Petani.

Dagan Keempat
Mekarisme Pensinan

Pasal 47

Mckanisme Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (2] hnarnf o, meliputli :

a. mempermudsh mekanisme perizinan dan birokroasi iklim
usahe  wvang  berwawasan  lingkungan  disertai  dengan
peningkatan  fungsi pengawasan dengan mengutamakan
kepentingsn masyarakat;

. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.

Bagian Kelima
Penyvululian

Pazal 45

Penyuluhian sebapmimana dimaksud dalam Pasal 42 ayvat (2)

huruf d, meliputi :

a.  penyeboarluasan imformasi KP2B dan LP2B;

b.  kemudahan mengakses inlormasi dan  teknelogi serta
penyediaan dan distribusi informasi dan tcknologi yvang
diselenggarakan oleh kelembagsan penyuluhan pertanian
sesual ketenituan Peraturan Perundang-Undangan.
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BAB VIII
ALIIT FUNGSI

Puragraf 1
Llmuam

Pasal 49

Lahan wang =sudah ditetapkan sebagai yang  telah
wrintegrasi  dalam RDTR  dilindungi dan  dilarang
dialihfungsilorn.

Alih fungsi LP2BE dapat dilakukan dalam hal;

Aa. untuk kepentingan umum; atau

b, lkarena terjadi bencana.

Pasal 50

Alih Tungs1 LF2E dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2] hurul a terbatas pada kepentingan umum vang
meliputli :

Jalan umum;

waduk atau bendungan;

Irigasi;

saluran air minum atau air bersih:

drainase don sarilasi;

bangiuean pengairan;

pelabubamn;

barider udars;

stagiun dan jalan kereta api;

terminal;

fazilitas keselamatan wumum;

capar alam; dan/alau

pembanglkit dan janingan listrik,

""-Elﬂ_l.tl kepenlimgan umumn  sebapaimana dimaksud pads
ayat (1) abh fungsi LP2D juga dapat dilakukoen uotuk
pengadasn tanah guna kepentingan umum lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Rencana  pembangunan  untuk  kepentingan  umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) herus sesusi dengan
ETEWK.

goET e Im e an mp
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Pasal 51

Penctapan  suatu kejadian  sebappn  beneana  scbagaimana
dimaksud dalaun Pasal 49 ayal (2) hurof b, dilakukan scsaai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2
Persvaratan

Pasal 52

Ahh  fungsi LP2B  dalam rangka pengadean  lanah  untuk
kepentingan umum schagaimana dimaksud dalam Pasal 49 avat
(2] hurul a hanya dapat dilakukan dengan persyvaratan:

g, mernihki kajsan kelavakan stratcgis;

b. mempunyvai rencanas alih fungsi LP2R;

c.  pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

d.  ketersediaan lahan pengganti.

Pasal 33

Kajian kclayakan strategis sebapaimana dimaksud dalam Pasal
52 huraf a paling sedikit mencakup

luas dan lokasi lahan vang akan dialihfungsikan;

prtensi kehilangan hasil;

resiko kerugian investasi: dan

deumpak ekonomi, inglkungan, sosial, dan budasa.

o oE

Pasal 54

Eencana alib [lunpsi LP2E scbagaimana dimaksud dalam Pasal
52 hurul b, paling sedikit mencakup :

. luas dan lokas laban vang akan dialihfungsikan;

b, jadwal alih fungs;

v.  luas dan lokasi lahan pengganti;

d. jadwsal penyediaan lahan penggont; dan

2. pemanfapdlan lshan pengganti,

Pazal 53

(1] Pcmbcbasan kepemilikan hak atas tanah schagaimana
dimaksud dalaen Pusal 52 huruf ¢ dilakbukan dengan
pecmberian ganti gl oleh pihak yang melakuakan alih fungsi
LPZB sesuni dengan ketentuan Perataran Perundang-
Undangan.
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Selain gantl rugi sebagaimana dimaksud poada ayat (1)
pihak yang mengulihfungsikan wajib menppant  nilai
investasi infrastrulkctur,
Penggantiat  nilal  investasi  infrastrukiur sebagaimana
dimalsud pade ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan
pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti,
Biaya ganti rugi dan  nilai  investasi  infrastroktur
schagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) dan
pendanaan penyedisan lahan pengpant ditanggung oleh
pihak vang mengalihfungsikan.
Besaran  milai investasi  infrastruktur  schagaimana
dimaksud pada ayat [2) didasarkan pada -
a.  taksiran milei  investasi  infrastrukior yang  telah
dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
b.  taksiran nilai investasi nfrastruktur vang diperlukan
pada lahan pengeanti.

Setiap orang vang melanggar kctentuan sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} dapat dikenai sanksi
administratif.
Banksi administratil sebapaimana dimaksud pada ayal (6)
dapat berupa:
peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umuam;
poenutupan lokas:;
pencalnitan izin;
pembatalan izing
pembongliaran bangunan;
pemuliban fungsi lahan;
penicabutan msentif; dan/atau
denda administratit,

TR SIOADCD

Paszal 56

Penyvediaan Lahan Pengganti dilalukan oleh pihak yang
mengalihfungsikan;

Dalam hal alih [ungsi LP2B dilakukan karens tergadi
bencana schagaimana dimaksud dalam Pazal 49 avat (2)
huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah
Dacrah.

Pasal 57

Ketersediaan  lahan  pengganli  schagaimana  dimaksud
daleun Pasal 52 hurmat d haruos  memenuhi | kriceria
kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam,
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Lahan pengganti scbagaimana dimaksud pada aval (1)

dapat dipcroleh dari

4. pembukaan lahan baru pads LCP2B;

b, pongalihfungsian lahan dar bukan pertanian ke LP2B
teratamea deri tecieh lerlanlar dan/ateu tanah bekas
kawasan hutan; atau

c.  penetapan lahan pertanian pangan sebapai LP2E.

Jalam mecnecntukan Lahan  Pengpanli  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] harus mempertimbanpkan:

4. luasan hamparan lahan;

h.  tinglat produktivitas lahsen; dan

. kondis mfrasttuktur dasar.

Pasal 58

Penyediaan Lahan Pengganli sebaprimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1) dieakukan atas desar kescsuaian
kesuburan lahan dengan ketentuan

a.  paling sedilat 3 (Ugs) kal luas lahan terhadap lahan
yang dislihlunpsikan henapa lahan berivigrasi;

b, paling sedikil 2 {dus) kali luas lahan terhadap lahan
vang dialihfongsikan berupa lahan reklamasi rawa;
dan

. paling sedikit | {sata)] kedi luas lahan terhadap lahan
vang dialihtunpgsikan berupa lahan tidak beririgrasi.

Penwediaan lahan penppent schagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dimasukkan dalam penyusunan rencana

program tahunan, rencans program jangka menengah, dan
rencana program jangka panjang instansi terkait pada saat
alth fungsi direncanakan.

Untuk keperluan penyediaan lahan penppanti sebapaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemeriniah Daeruah melskukan

mventarisasi lahan vang sesuai dan memelihara daftar
lahan tersebut dalam Sistem Informas LP2E.

Fasal 39

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan lahan
pengganti menjadi  langgung jawab pihak yang melakukan
pengalihfungsian LP2B.

(1)

Pazal Hi)

Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana
schagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) harotf b
hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganli.
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Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayal (2] hurufl b mengakibatkan hilang atau rusaknya

nfrastrukitur  secara  permancn dan pembangunan

infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, wlih [ungsi

LP2E dapat dilakukan dengan kelentuan :

a.  membebaskan kepemilikan hak atas tanah: dan

b.  menyediakan lahan pengganti lerhadap LP2B Yang
dialibfungsiken  paling lama 24 {dua puluh ETTIPAT)
bulan terhitung sejak alih fungsi LP2B dilakukan.

Paragral 3
Tata Cara

Pasal &1

Alih fungsi LP2BE dalam rangka pengadaan tsnsh untuk
kepentingan umum atau karena terjadi bencans diusullan
oleh pihek yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati.
Usulan sebagsimana dimeksud pada ayat (1) disampaikon
setelah mendapat persetjuan Menter vang
menyelenggarakan  umasan  Pemerintahan  di o Bidang
Pertanian.

Pasal 62

Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B

dibantu oleh Tim Verifikasi.

Keanggotaan Tin Verifikasi sebapaimana dimaksud pada

ayal (1) paling sedikit berasal dari unsor ;

a4,  Perangkat Daeruh vang membidangt urasan e LT

b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan;

¢, Perungkat Dacrah yang membidang urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang; dan

d. Kantor Pertanahan.

Ketentuan lebih lanjur mengenal pembentukan, susunan

keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikesi schagaimana

dimaksud pada avat (1) dan ayat (2] ditetapkan dengan

Keputusan Bupali,

Pasal /3

LP2B  yang telah dialihfungsikan dan  lahan pengganti
thintegrasikan dalam perubahan RDTH,
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Pasal a4

Setiap  orang  yang memiliki LP2B  dapat  mengalihkan
kepemilikan  lahannya kepadas pihak lain dengan  tidak
mengubsh fungsi Lahan tersebut sebagai LP2RE.

EAB IX
S13TEM INFORMASI

Pasual 65

1] Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B vang
dapal diakses aleh masyarakat,
(2]  Sistem Informesi LP2E paling scdikit memuat data lahan

tentang .
a. KP2E;
h. LIP2E;

c. LCP2B; dan
d. tanah terlantar dan subjek haknya,

(3} Trata Lahan dalam Sistem Informasi LP2E sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} paling sedilkit memual informesi

tentang:

a.  figik alamiah;

b. fisik buatan;

e.  kondisi sumber days manusia dan sosial ekonomi;

d.  status kepemilikan dan/atau penguasesan;

. has dan lokasi lahan; dan

f.  jenis komoditas pangan tertent vang bersifat Pangan

Polool,
(4 Informaest LP2E schagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan bahan laporan Bupat kepads DPHD dalam
laporan tahunan,

Pasal 66

Penyebaran Inlormasi schagaimana dimaksiud dalam Pasal 65
dilakukan scunpei Kecamatan dan Desa.

Paaal &7

(1} Bupati melahu Perangkal Daerah yang membidangi urusan
pertanian dan Perangkatl Daerah yang membidangi urisan
pekerjaan umum dan penalssn ruang bertangeung jawab
melakukan  inventarisasi data dasar pertanion  pangun
berkelanjutan.

(2] Haml iventansasi data dasar  pertanian pangan
berkelanjulan sebagaimana  dimeksud pada  ayat (1)
dirampaikon kepada Gubernur Bengkulu.
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BAB X
PEMBIAYAAN

Panal &8

Pernbiayaan  Perlindungan Lehan  Perlanian Pangan

Herkelanjutan bersumber dari Anpgaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

Selain sumber  schagaimana dimaksud pada ayat (1)

pembiayaan  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan

Berkelanjutan dapat bersumber daztq -

A.  Anggaran Pendapatan den Belanja Negars;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Provinei;
dan

¢, sumber pembiayaan lain vang sah dan tdak mengikat.

EAB X1
PERAN SERTA MASYARAEKAT

Pasal &9

Masvarakat berperan seria dalsm perlindungan KPZB dan
LPLB.

Peran scrta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}  dapat dilakukan secira pervrungan  dan/fatau
berkelompok.

Peran serta masyarakat sebappimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam tahapan -

H I lmrﬁnr:anaan;

b. pengembangan;

penelitian;

PENEHWHERT;

pemberdayaan petani; dan/atau

pembiayaan.

ol W

Pasal 70

Peran scrta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
dilakuakan melahai ;

H

b

™ot on

pemberian  usulan perencanaan, tanpgpapan, dan saran
perbaikan atas usulan perencanann Pemerintah Daerah;
pelaksanuan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan
dalam pengembangan LP2B;

penelitian;

penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
prmberdayaan petani;

prmbiayaan;

petigajuan keberatan kepada pejabat berwenang lerhadap
pembangunan yang tidak sesuai denpan rencana LP2B di
wilayahnya; dan
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h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan vang tidak sesua dengan rencana LP2ZEBE,

Pasal 71

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

masvarakol berhelk -

a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan vang tidak scsuai denpan rencana LP2R 43
wilayahnya; dan

b, menggjukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan vang tidak sesuni dengan rencana LP2E.

BAR XII
PEMBIMAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kcsata
LImum

Pagal 72

Bupali melalai Perangkat Daerah wvanpg membidang wrusan
pertanian dan  Peranglkat Daerah yvang membidang  urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan pemhbinaan
dan pengawasan terhadap perlindungan  Lahan  Pertanian
Fangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pembinaor

Pasal 7.3

(1) Pembinaan sebagsimana  dimaksud dalam  Pasal 72
mcliputi:
. pembinean lerhadep setap orang vang terikatr dengan

pemanifaatan LP2B; dan

b, perlindungan terhadap LP2E.

(4} Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan
pemanfaatan LP2ZB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :

A. koordinasi perlindungan;

b, sosiolisasi Peruluren Perundang-Undangan;

c. pemberian bimbingan, supervigi dan konsultasi;

d.  pendidikan, pelathan  dan penyuluhan kepada
masyvarakar;

e.  penyebarliasan infermeasi KP2B dan LP2B; danfatau

[ pemngkatan  kesadaran dan  tanggung jawah

masyarakat.
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Bagian Kctiga
Pengawasan

Pasal 74

Unluk menjamin  tercapainva Perlindungan Lahan Pertanian
Patygann  Berkelanjutan, Pemerintah  Doaerah melakuksn
pengawasan terhadap kinerja :

L =T R -l

perencanaan dan penctapoo;
pengembEngEan;
pemanfaatan;

pembinaan; dan

pengendalian.
FPasal V5

Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:

AL

(<]

(3)

()

(1)

{2}

pelaporan;
pemantauEn; dan
evaluasi.

Pasal 7&

Pelaporan sebagaitnana dimalksud dalam Pasal 75 hamat a

dilalkukan secarn berjenjung oleh :

a. pemerintah  Desa/Kelurahan kepada Pemerinluh
Daeral melalul Kecamatan dalam  bentuk  laporan
berkala; dan

I, Pemennlah Daerah kepada Pemerintah Provirsi.

Pelaporan scbagaimana dimeksud pada ayar (1) meliput

kinerja  perencanaan  dan  penelapan,  pengembangan,

pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.

Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

mformasi publik yvang divmumkan dan dapat  diakses

secara terbuka oleh masyarakal sesuai dengan ketentuan

Peraturan Porandang-Undangan.

l.aporan sebagaimana dimsksud pada ayat (1) huruf a

disampailan kepada DPRD dalam laporsn tahunan.

Praaal 77

Perpantauan dan cvaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Paszual Y5 huruf b dan huruf ¢ dilakukan dengan mengamati
dan  memeriksa  laporan  kinerja percncanaan dan
penelapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan
serla pengendalian dengan pelaksanaan di lapangan.

Daliun hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti terjodi penyimpangan,
Bupati mengaminl langkah penyelesaian sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangaon.
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BAB MIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

{3} Begala bentuk perizinan yeng mengakibatkan alih fungsi
LP2B yang telah ditetapkan dalam RDTR batal demi
hukum, kecuali untuk kepentingan umumnm.

(2] Setiap orang yang melakukan alth fungsi lahan tanah LP2B
yang telah ditetapkan dalam RDTR di lnar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1§ wajib awngembalilan
keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.

BAB XIV
KETENTUAN PENLITUP

Pasal T3
lengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maks Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tghun 2022 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuten (Beritu
Uaerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 25)
dicabut dan dmvatekan tidal berdaky lag.

Pazal 80
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar aetigp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundengan Peraturan Daersh ini dengan penempatannva
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,

Ditctaphan i Arga Makmuy
pada tanggal 27 April 2023
BUPATI BENGEKULU UTARA,

rd

MEARN

Diundangkan di Arps Makmur

pade tanggal 27 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

14

FITRIYANSYAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

PROVINSI BENGKULU : {1/5/2023)
Salinan Besuai Dengan Aslinys

KEPALA BAGIAN UKL

tetdukuh. e 1 Uitara

Pecnbsing IV /&)
NP, 199 IOTI82002 [ 220012
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PEMN.JELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
HOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN FERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

UMLIM

Pembulan Undang-lindang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun [945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindung
seprnap bangsa Indonesig sclurih tumpah darah ndonesia dan
untuk mmun,fu‘&:an kesejahteraan  wmtrm, mencerdaskan  kehidupan

adalah tanggung jawab tegara, batk untuk Pemerintah, Pemerintah
Frovingi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan
tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat vang
Jjuga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal mi sejalan
dmﬂnmdahmﬁulm&ndnng-umﬂnmmﬁnm
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000
tentang Periindungan Lahan Pertanian Pangan Berkeélanjutat adalah
melindungl kawasan dan ishan pertanian pangan sccarn berkelanjutan,
menjumin tersedianya lahan perfanian pangan secara berkelanjutan,
mewnjudkan  kemandirian, ketabapan dan  kedaulatan pangan,
metmdung:  kepemilikan  lahan  pertanian pangan  milik  petami,
meningkstkan kemakmuran serta kessjahterasn petani dan masyarakat,
meningkatkan perlindungan dan pemberdavaan petani, meningkatksn
pmyudiamlapangemker;ahag:kehﬁmpanmug}mmk, mempertahankan
keseimbangan ekologis, serta mewujudlkan revitalisasi pertanian.

Alih  fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap
pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah
kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan vang culup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adelah kondisi dan
upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan
mmwhmmmmmmmtmme
merugikan dan membahayakan kesehatan manusia,

kKedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa vang secara
mandiri depat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak
alas pangan bagi rakyatriys, serta memberikan hak bagi masyarakatnya
vntuk menentukan sistem pertanian pangan vang sesuai dengsn potensi
sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi YENE serius
mmmmmm&hMMﬂ:m
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Alih  fungs  laban-lahan  pertanian subur selama ini kurang
dimbangi oleh upayva-upava terpadu mengembanglkan lahan pertanian
melalui pemanfsatan lmhan marginal, Diosisi lain, alih fungsi lahan
pertanian  pangan  menyebablkan  berkurangnyva  penpuasaan  lahan
schingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena
im1, diperlukan pengendalisn laju alih fungsi lahan pertanian pangan
meclalai  perlindungan  lahan  pertanian  pangan uwntik  mewajudkan
ketahenan, kamandiman dan  kedaulatan pangan, dalam  rangka
meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakot pada wmiemnya.

Berdusarkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah nasional tshun
2019 vang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agrarian dun Tala
Ruang/EKepala  Badan Perlunahan Masional nomor 686/ 3K-
PGLO303/ XM/ 2019 tentang penetspan laas lahan balon sawah nasionel
Tahun 201%, luas lahan bako sawah di Kabupaten Benglkulu Utara adalah
scluas lebih kurang 4.591,94 Ha. Berdasarkan koreksi luas Lahan baku
sawah berdasarkan hasil perbaikan digitasi citra satelit Tahuan 2022 luas
lahan baku sawmh tersebut berkurang menjadi seluas lebih kurang
277041 Ha yanpg hkemudisn dilakukan korcksi mengegunakan faktor
pengurangan peta [lak Atas Tanah dan Perfimbangan Teknis Pertanahan
menjadi seluas lebhih kurang 3.772,39 Ha. Selanjuinya pada whun 2022,
Perangkat Daerah yang membidang urusan pertanian dan Perangkat
Dacrah yang membidangi urusan pekerjaan wmum dan penataan mang
melakulkan verifikasi terhadap dala koreksi pengurangan peta Hak Aras
Tanah dan Pertimbanpan Telmis Pertanahan schingga dipercleh luas
lahan baku sawsh menjadi scluas lebih kurang 3.463,9%6 Ia dan
kermudian divsulkan sebagal Lahan sawah dilindungl untuk salah sam
bahan pertimbangan pembuatan kebijakan penctapan LP2B skala provinsi
dan naszional melahai kementerian  teknis yang membidangi urisan
pertanian.  Lahan sawah dilindungi  yang  disetujul  sesuai dengan
peraluran perundangan akan dijadikan Daersh sebhagai hahan acuan
dalam pembuatan kebijakan LP2B.

Peraturan Dacrah tentang Perlindunpsn Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ini diharapkan dapal mempertshankan ketahanan dan
kedaulalan pangan khususnya di Kabupaten Benpkulu Urara serta
mencepsh  terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian,
utameanys pada lahan-lahan vang subur dan sistem Iripasi vang haile

PASAL DEMT PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasul 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Culnap jelas
Pasal 6

Cubkup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Paral O

Cukoup jelas
Pasal 10

Culiup jelas
Pasal 11

Culiup jelus
[Pasal 12

Cukup jclas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cuboap jelas
Paxal 19

Cukup jelas
Pazal 20

Cukup jelas
Pazal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pagal 23

Cukup jelas
Paszal 24

Cukup jelas
Puaal 25

Culkup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
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Pagral 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukuap jelas
Pazal 30
Culoap jelas
Pasal 31
Culiup jeloas
Pasal 32
Cukup jelos
HPagal 33
Cukup jelas
Pusal 34
Culkup jelos
Pagal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Culaup jelas
Pasul 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jolas
Pazal 39
Cukup jclas
Pazal 40
Cukup jelas
Pazal 41
Cukup jelas
Pazal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cubup jelas
Pasal 44
Hurul a
Yang dimaksud dengan LP2B dalam Pasal ini meliputi lahan
berlrigasi dan/atau lwhan tidak berlrigasi.
Hurut b
Cukup jelas
Hurul ¢
Culkup jelas
Hurmaf d
Cukup jelas
Huraf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jclas
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Huruf g
Cukmap jelas
Hurut h
Cukup jelas
Hurul:
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 44
Culkup jelas
Pasgal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 449
Cukup jclas
Pazal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pagal 52
Culup jelas
Pasal 53
Culkup jelas
Prsal 54
Cukup jelas
Pusul 55
Culkup jelas
Puosul 56
Culkup jelas
Pusul 57
Avat (1]
Yoanyg dimaksud dengan dalam kondisi siap tanam adalah
lahan siap diclah /ditanami, dimanfaatkan tanahnya unluk
lahan pertanian, dan tersedia saluran Irigasi/drainase.
Ayal (2)
Culoup jelas
Avat (3]
Cukup jelas
Pagral 52
Cukp jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pazal &0
Cukup jelas
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Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pazal 6.3
Cukup jelas
Pasal 64
Cukoup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal &7
Culup jelas
Pasal 68
Culcup jelas
FPasal 69
Cukup jelas
Fasal 7O
Cukup jelas
Pagsal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud denpgan pojabat berwenong adalah pojabat
pada Perangkat Daerah yvang membidangi urusan pertanian
dan pejabal pads Perangkat Daerah yeng membidangi
urusan pekerjaan umum dan penataan mang.
Avart {2}
Masyarakat dapat mengajukan tuntulan pembatalan izin
dan penghentian pembangunan melalui pejabal berwenang
Jika menemukan ada iwin dan atau pembangunan yang
tidak sesual dengan rencana perlindungan LP2ZE.
Pasal 72
Cukup jelas
Pusal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cuboap jelas
Pazal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Culup jclas
Pasal 78
Culoup jelas
Pasal 7o
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGEULU UTARA NOMOR
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KABUPATEN
BENGKULU UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG FERLINDUNGAN  LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

KABUPATEN BENCKULU UTARA

NOT T KecamaTAR T T iemgm
| 1 | Air Besi 30,98
2 AirNapal 12973

3 | Argn Makmur 235,23
EREET " B 518,48 |

5 | Batik Nau 122,16

6 | Enggano 128,88 |

7 | Hulu Palik h 852,63 |

B _ Heﬂc.ap 308, 52

9 | Ketahun 12,81
10 |Lais 259,55

11 | Marga Sakii Scbelar 176,52 |
| 12 | Padang Juya h 332,44

13 Efuuéﬁjjau T - N 140,42 |
! 14 | Tanjung Agung Palik 125,52
HE : ik | — A |

BUPAT! BENGKULU UTARA,
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
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